SALINAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KEPADA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN (LPTQ)
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi
terjadinya permasalahan yang ada dalam hal pemberian
hibah perlu dibentuk suatu aturan yang jelas dan
berimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

b. bahwa Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)
merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan
untuk mengembangkan masyarakat Indonesia yang
menghayati dan mengamalkan Al Qur’an, sehingga untuk
pelaksanaan rutin dan perkembangannya diperlukan
dukungan dan kontribusi maksimal yang menyeluruh dari
seluruh pihak;

c. bahwa Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah yang
memiliki apresiasi sangat besar dan intens terhadap
perkembangan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai
islami dan Dberjiwa Pancasila untuk mewujudkan
masyarakat yang madani;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Hibah
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) Kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil
Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2666);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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11.

12.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

No.19 Tahun 1977

Negeri Nomor tentang Pembentukan
No.151 Tahun 1977

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
128 Tahun 1982

48A Tahun 1982
Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur’an Bagi Umat Islam

Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan
Al Qur’an Dalam Kehidupan Sehari —hari;

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
182A Tahun 1982

48 Tahun 1982
Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an ;

Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur’an;

Agama Nomor tentang Usaha Peningkatan

Negeri Nomor tentang Usaha Pengembangan



Menetapkan :
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaiman telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
dan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH (APBD) KEPADA LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN (LPTQ) KABUPATEN
TANAH LAUT .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

S. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Lembaga  Pengembangan  Tilawatil Qur’an adalah  Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tanah Laut selanjutnya
disingkat dengan LPTQ.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya
disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Tanah Laut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Tanah Laut yang melaksanakan pengelolaan APBD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan  serta melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran DPPKA Kabupaten Tanah Laut
selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Tanah Laut.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran DPPKA Kabupaten
Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja setiap SKPD Kabupaten Tanah Laut yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan / atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam
yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjunya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah
Laut antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan
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kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional
dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari
APBD kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang, barang
atau jasa.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjang  pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memenuhi kriteria :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun

anggaran; dan
c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Pemberian hibah dapat dilaksanakan dengan pengecualian dari Pasal 4
ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme dan pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud
Pasal 4 ayat (4) dapat diberikan sepanjang tidak termasuk di dalam
program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Tanah Laut.

Pasal 6
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan Hibah kepada Lembaga
Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Tanah Laut (LPTQ) pada
Tahun Anggaran 2013
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Pasal 7
Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diberikan dengan ketentuan yang
bersumber dari :
a. Pemerintah Daerah;dan
b. sumbangan masyarakat

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) menyampaikan usulan

hibah secara tertulis kepada Bupati, melalui :

a. bagian Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah untuk permohonan
hibah yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan prasarana
bangunan.

b. bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk permohonan hibah
yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian.

c. bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk permohonan
hibah yang berkaitan dengan kegiatan selain kegiatan sarana dan
prasarana bangunan dan perekonomian.

Atas wusulan permohonan hibah yang telah disampaikan, Bagian

Pembangunan Daerah, Bagian Perekonomian atau Bagian Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah melakukan evaluasi terhadap usulan

permohonan hibah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dan

hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Untuk usulan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD lain, maka Bagian

Pembangunan Daerah, Bagian Perekonomian atau Bagian Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah memfasilitasi usulan hibah yang masuk

tersebut untuk diteruskan kepada SKPD terkait agar dilakukan evaluasi

dan hasilnya berupa rekomendasi oleh SKPD terkait.

Rekomendasi atas usulan permohonan hibah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan

kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9
Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan
PPAS.
Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan / atau jasa.

Pasal 10
Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai
peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11
Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
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hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada
PPKD.

Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Organisasi Kemasyarakatan

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke
dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau
jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan
kepada pihak ketiga atau masyarakat pada SKPD.

Pasal 12

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

Format lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13
Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas
DPA-SKPD.

Pasal 14
Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Bupati dan penerima hibah
NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai :
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran / rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tatacara penyaluran / penyerahan hibah ; dan
f. tatacara pelaporan hibah.
Dalam hal Bupati berhalangan, NPHD dapat ditandatangani oleh Wakil
Bupati dan / atau Sekretaris Daerah.

Pasal 15
Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau
jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan
Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran APBD.
Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah.
Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima
hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS).



Pasal 16
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pasal 18
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja
hibah SKPD terkait.

Pasal 19
(1) Pertanggungjawaban  pemerintah daerah atas pemberian  hibah
meliputi :
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti
serah terima barang / jasa atas pemberian hibah berupa
barang/jasa.
(2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
terlampir dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. laporan Penggunaan Hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang
atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah
berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan.

(5) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf a terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.



(6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf b terlampir dalam lampiran III Peraturan Bupati
ini.

Pasal 21
(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah
daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

Pasal 22
Realisasi hibah berupa barang dan / atau jasa dikonversikan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran
dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan = dalam
penyusunan laporan keuangan Pemerintah daerah.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah
dan bantuan sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 24
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan
usulan yang telah disetujui, peneriman hibah yang bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih
lanjut dengan Surat Edaran Bupati dan / atau Surat Edaran Sekretaris
Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
(1) Peraturan Bupati ini hanya berlaku pada Tahun Anggaran berjalan.

(2) Untuk Tahun Anggaran berikutnya pendanaan Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tanah Laut akan di anggarkan pada
kegiatan belanja langsung SKPD berkenaan kecuali ditentukan lain oleh
Peraturan Perundang-undangan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI TANAH LAUT

Cap Ttd
H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
Cap ttd
H. ABDULLAH

Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013
Nomor 150



